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Problem S&ﬁ?ement/Background (GAP):Based on the many cases of illegal levies c%%{ied out by
illegal pﬁking attendants, the Palembang City government through the Palembang City
Transpprtation Service made an e-parking policy. Purpose:The purpose of this paper?&_‘to find
out hg w the e-parking policy is implemented in order to control parking attendants and"ﬁllegal
Ievie;§ in the city of Palembang, as well as the efforts that can be made to overcom@_‘_. the
prolslem. :
Method:The writing method used is a qualitative writing method, descriptive method With‘%an
inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation abd
dgcumentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation agd
dyawing conclusions. ResultThe focus in this paper is to use Richard Matland's theory, namely
the right policy, the right executor, the right target, the right environment, the right process. |
Based on the results of the writing, it shows that the implementation of e-parking policies in the
cpntext of controlling parking attendants and illegal levies in Palembang City has not bejn
r&nning effectively. This can be seen from the many variables and implementation indicatgts
acgording to Richard Matland's policy implementation theory that have not been fulfilled. Effofts
that must be made such as facilitating gadgets, providing optimal coaching, and carrying iput
effégtive supervision. I
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Permasalahdg/Latar Belakang (GAP): Didasari daripada banyaknya kasus<pungutan liar
yang dilakukaﬁ\'}"*Q}Leh jur parkir ilegal, sehingga pemerintah Kota Palembasg melalui dinas
perhubungan Kota*Ralembang membuat kebijakan e-parking.Tujuan:Tujt dari penelitian ini
adalah untuk meng?tagui bagaimana implementasi Kebijakan @gsp*érking dalam rangka
penertiban juru parkir dam‘gutan liar di Kota Palembang,g@ﬁé upaya-upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi permasatahannya. PR
Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, metode
deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/ Temuan: Fokus dalam penelitian ini yaitu
menggunakan teori Richard Matland yaitu Tepat kebijakan, Tepat pelaksana, tepat target,
tepat lingkungan, tepat proses.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-parking dalam
rangka penertiban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembang belum berjalan secara
efektif . Hal ini terlihat dari banyaknya variabel beserta indikator implementasi menurut teori
implementasi kebijakan dari Richard Matland yang belum terpenuhi.Upaya yang harus
dilakukan seperti memfasilitasi gadget, memberikan pembinaan secara optimal, serta
melakukan pengawasan yang efektif.

Kata kunci:E-parking,Implementasi,PungutanLiar
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak otonomi daerah diterapkan dan diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, daerah-daerah yang ada belum menghasilkan outcome yang cukup signifikan.
Pemerintahan yang baik bisa berhasil salah satu indikatornya adalah pada pelayanan publik
yang sudah menyelesaikan berbagai magam permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan yang
terintegrasi sangat dibutuhkan.-agdr bisa mengatasi beftiagai permasalahan di kota-kota,
sehingga muncul sebgah“"%nsep smart city (Insani, 2017’5'“=»ngkamp et al (2009)
menjelaskan smart_sity diumpamakan seperti kota yang dapat menggunakan sumber daya
manusia (SD Anfrastruktur telekomunikasi modern agar dapat meWUJu n pertumbuhan
ekonomi be{)é%anjutan serta memiliki taraf hidup kualitas kehidupan yang“tinggi. Cohen
(2010) jugarmenjelaskan bahwa sebuah smart city memiliki enam variabel utama.antara lain
smart gq, ernment (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas) , smat society
(kehidypan sosial cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (Im%kungan
cerdag), dan quality of live (hidup berkualitas). Berdasarkan enam variabel yang dise ytkan
tadlg;"dalam penerapannya setiap kota dapat memfokuskan hanya pada salah satu varkgbel
tergantung dari karakteristik kota dan urgensi permasalahan kotanya (Insani, 2017). Seiring
beffjalannya waktu, berbagai macam masalah akan terus bertambah dan semakin kompleKs,
tifigkat kesulitannya pun tinggi. Sejalan dengan hal itu , pemerintah daerah tentu harts
memiliki pemikiran yang solutif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai macam masala
Kota Palembang merupakan salah satu kota dengan kompleksitas masalah yang cukup tinggi
alah satunya adalah masalah maraknya juru parkir dan pungutan liar. Pada beberapa titik
arkir dan tempat dipenuhi dengan juru parkir liar. Mereka memungut retribusi pad
mengendara yang parkir melebihi tarif yang telah diatur (Oktareza, 2020). Secara umumy
thdikator-indikator kemiskinan yang digunakan adalah pendapatan, tingkat upah, konsumsj;
rtalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat
kématian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, propogsi
pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bafan
paggan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urban;,;sa3|
pend&patan per kapita, dan distribusi pendapatan. Kemiskinan bukan hanya diukur dariidup
dalam hbgmekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihatgtingkat
kesehatah, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adlsasnr:]ﬁé9 2015).
Juru parkllﬁ r muncul karena adanya kekurangan lapangan pekerjaan dan keteragipilan yang
tidak dimilikkgleh masyarakat. Banyaknya juru parkir ilegal menimbulkan beberapa masalah
disekitar kita. Sﬁ\i@gbsatu masalah yang timbul yaitu kerugian pemerintah dg@‘rah dimana juru
parkir ilegal terseb &Qak memberikan kontribusi sama sekali untuk geﬂﬁﬁsukan dana daerah
tersebut. Selain itu adédmya guru parkir ilegal ini memmbulkau@@esahan di masyarakat.
Ketika masyarakat parkir, jurt-parkir ilegal tersebut t m;k.a;zfs‘t’hg meminta tarif parkir yang
lebih dari standar yang telah dltentukan”TI‘:f’aETb‘lTé’rf’ét al., 2019). Berdasarkan latar belakang
tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelltlan dengan judul “Implementasi
Kebijakan E-Parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota
Palembang”.



1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Implementasi Kebijakan e-parking Dalam Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar
di Kota Palembang ini memiliki masalah yaitu : 1) Juru parker beserta masyarakat yang ada
masih belum menguasai teknologi atau biasa disebut gaptek. 2) Pihak-pihak yang masih
belum turut berpartisipasi secara aktif. 3) Tidak terjadinya kesinambungan antara
perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan yang terjadi.

1.3 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Qohar dengan judul Analisis Penerapan
Kebijakan Terminal Parkir Elegigmkﬂ?ﬁfaﬁﬁmgﬁepggtian ini memiliki tujuan untuk
menganalisis kebijakan teinal parkir elektronik (TPE) yangsdilakukan oleh pemerintah
Kota Bandung apakap- fisa berhasil, Penelitian ini menggunakan m?fﬁdg penelitian kualitatif
deskriptif, hasil gg@lisis menjelaskan kinerja output dan kinerja outcom%‘&gbijakan terminal
parkir elektrogik di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan. Hal ini difaqg,gakan dengan
bahwa belyf tercapainya capaian target retribusi parkir. Meski begitu, re‘fﬁi@usi parkir
mengalarﬁ peningkatan yang berdampak positif. Kesamaan dengan penelitianﬁya adalah
terkf};’@éngan metode tersebut, yaitu dengan metode kualitatif dan banyak data yanﬁ*giambil
dari [¥nas Perhubungan. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokus penelitiart yang
beragla di Kota Bandung, kemudian objek yang diteliti oleh penelitian ini lebih condo?\g ke
retgﬁ)usi, dan tempat yang diteliti lebih ke terminal.(Qohar, 2018) Y
i b
inelitian yang dilakukan oleh Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso, F.C Susila Adiyar;%ga
(2019) dengan judul Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Surakarta sebagai
implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Pelaksanaaﬁ;
ransaksi cashless pada Pemerintah Kabupaten/Kota, penelitian ini bertujuan untul%
engatasi terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), kemudian mengurang
raktik pungutan atau pungutan ilegal berupa penarikan tarif retribusi parkir yang dianggap
fidak sesuai dengan ketentuan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
d$skriptif, Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan parkir elektronik di Kota Surakarﬁa
dgasarkan pada imbauan Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan Surat Edaran Mentgri
Dajam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pgda
Per?z}grintah Kabupaten/Kota. Konflik yang menjadi kendala dalam pelaksanaan parkir
elek *ggnik di kota Surakarta adalah a) regulasi yang ada belum mengatur tentang garkir
elektrépik, b) Fungsi dari mesin parkir yang terkadang bermasalah. Kesamaan gfengan
peneliti%qnya terkait dengan metode yaitu metode kualitatif. Kesamaan lain juga dapat
dilihat da“&yariabel yang digunakan seperti teknologi serta keamanan dan ketertjétién umum.
Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokus penelitian yang berada di Kofa Surakarta,
kemudian per’féki;ian ini juga mengkaji dari aspek yuridis, sehingga aspek hukum lebih

dominan dan ban)fék,galam penelitian(Rahman et al., 2019). ﬁ,{éf
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Penelitian yang dilakukan*eleh Kusuma Dwi Fltl‘ly@'_‘l’l;[fl._@g(’?ﬁ()) dengan judul Aspek

Keberhasilan e-parking di Kota Bandune;—Renrehitiar™ ini bertujuan untuk menganalisis
berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan e-parking di Kota Bandung. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menandakan kalau
kebijakan parkir elektronik tidak berhasil. Penyebabnya adalah karena parkir elektronik
memiliki empat faktor yang menghambat keberhasilannya, yaitu (1) kesenjangan digital
memiliki kesenjangan yang tinggi diantara masyarakat yang mampu dengan yang tidak
mampu memakai teknologi (2) SDM yang tidak memenuhi dari aspek kualitas & kuantitas
yang kemudian mempengaruhi pencapaian target pendapatan (3) penerapan e-parking tidak
berdasarkan regulasi dan (4) infrastruktur yang tidak terjaga. Kesamaan dengan penelitiannya
terkait dengan metode yaitu metode kualitatif. Kesamaan lain terlihat pada teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara dengan petugas parkir dan analisis data
deskriptif, serta variabel yang digunakan seperti digital atau teknologi. Perbedaan dari
penelitian ini adalah dari lokus penelitian yang berada di Kota Bandung.



1.4 Pernyataan Kebaruan lImiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana dalam
penelitian tersebut peneliti meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam
Rangka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang. Lokus penelitian juga
berbeda dengan penelitian sebelugmsyﬁ “”ﬁ‘“‘w&,«\w

= R,
1.5 Tujuan > w\’“’%
Penelitian ini ber;u]‘uan untuk mengetahui dan menganalisis mplementasr‘mogram e-parking
dalam rang vgyopenertlban juru parkir dan pungutan liar di Kota Palembarg, serta untuk
mengetahui,”dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk Fh@?nlngkatkan
|mplemer;’(a3| kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungut@n liar di
Kota Pgfembang. @\g

\‘%-';\.
. h:f'éTODE %
Pen%lltlan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehirigga

pqﬁelltl dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sestai
Sg”ngan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang beruga
awancara, obserfasi dan dokumentasi Kemudian Dalam Penentuan Informan Peneliti
Menggunakan Teknik Purposive Sampling dan snow ball sampling dimana nantinya penellﬁ
udah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yan%
erhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai denga
ata yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 informar
diantaranya ialah Kepala dinas perhubungan Kota Palembang, Sekretaris kepala dinas
E%hubungan Kota Palembang, Kepala bidang perparkiran dinas perhubungan Koﬁa

lembang, Tim pengelola retribusi parker Kota Palembang, Juru parkir, serta penggupa

ikir untuk mengumpulkan data wawancara agar terpenuhinya data dalam penellgan
ters%but &
M. H%SIL DAN PEMBAHASAN 'y
3.1 bi‘mplementaa Kebijakan E-Parking Dalam Rangka Penertiban Juru szln‘f(w dan
Pungutarﬁlglar di Kota Palembang &
Berdasarkan*s@asn wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Dmas APerhubungan
Kota Palemban%terdapat beberapa kebijakan dan kendala dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan eparkfﬁag dalam rangka penertiban juru parkir dan puugﬂ%é; liar di kota
Palembang. %, P

A. Tepat Kebuakdf—“r -~ s

Tepat kebijakan merupakan salah“satar-fw;abek“kéﬁerhasnan implementasi kebijakan.
Ketepatan kebijakan pada implementasi kebijakan e-parking pada dinas perhubungan Kota
Palembang dinilai belum memenuhi dikarenakan indikator yang ada belum tercapai.
Kebijakan yang dilakukan diwujudkan dalam bentuk sistem elektronik yang dituangkan
semacam aplikasi yang pada akhirnya tidak bisa digunakan secara menyeluruh. Kebijakan
merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas
keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi
empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By
the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif
partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, Kkeputusan dan
implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan(Muhadjir, 2000).
Kemudian Monahan dan Hengst mengatakan bahawa kebijakan (policy) secara etimologi
diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city) (Weihrich, 1993).
Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian
pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan
berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-
sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar



tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk
dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang
harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi
pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah
dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan
masalah atas tindakan yang terjadi. jue.s===——=====__.
Indikator Pertama, pemecgbaﬁ"‘“’nﬁasalah pada juru parkir”TTﬁ»rd@n pungutan liar yang ada
masih terjadi di bebesapa titik. Pada titik Parkir di bagian tinﬂ“ﬁﬁ%@ng peneliti lakukan
observasi, ada dug;;ﬁ’gﬁgguna parkir yang dipungut untuk biaya parkir m‘bﬁg sebesar sepuluh
ribu rupiah. Ti#K parkir yang peneliti lakukan observasi berada di kawasahgBenteng Kuto
Besak,diman& kawasan ini adalah kawasan pariwisata utama Kota Palembang.kedua, bahwa
karakter q;f‘ﬁsalah yang ada terjadi di lapangan dan tidak bisa dipecahkan dengaﬁ\skebijakan
teknis yang tidak ada di lapangan. Aplikasi yang dibuat hanya dimonitor lewat teknologi
sedangkan juru parkir belum seluruhnya memiliki teknologi yang bersangkutan, b??ﬁ@ juga
dengan pengguna parkir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan juru parkir beﬁ"gama
Iqbﬁ’l , bahwasanya pemerintah Kota Palembang belum memberikan dukungan bei{gpa
sna;ﬁrtphone kepada seluruh juru parkir yang ada sehingga masih terjadi pungutan liar. Beﬁjtu
juba dengan wawancara yang dilakukan kepada pengguna parkir dengan nama rizki, ia tid%lk
engetahui tentang aplikasi yang ada sehingga tidak bisa menggunakan gadgetnya secai%a
jptimal guna mendukung implementasi e-parking oleh pemerintah Kota Palembang
dikator yang ketiga adalah kesesuaian karakter kebijakan. Kebijakan yang ada dibuat hany:
isa kepada objek dengan tingkat ekonomi menengah keatas, sedangkan juru parkir hampi
ata-rata memiliki ekonomi menengah kebawah. Akibatnya , kebijakan yang dibuat belun}i
desuai dengan karakter permasalahan objek yang ada. f
é% B. Tepat Pelaksana é

Stymber daya manusia adalah bagian organisasi yang paling penting. Bahwa sumber dayaff'ni
mempunyai sifat yang unik dan masalah pengukurannya pun komplek dan tidak mtﬁah
diidéqtifikasi ke pemiliknya, tetapi pengetahuan yang dimiliki sumber daya ini memniliki
peran’ég yang besar dalam meningkatkan nilai dan kelangsungan hidup organisa%'ﬁ Jadi
pengetauan yang dimiliki anggota akan menjadi aset yang berharga bagi organisas¢apabila
diciptakan, dipelihara dan ditransformasikan dan dikelola sehingga mempunygi2 manfaat
terhadap organisasi, jika tidak maka pengetahuan tersebut tidak ada artinya@a‘leh, 2017).
Sumber Daya™Manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang mampd menciptakan
bukan saja nil%kkomparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan
menggunakan energi“tegtinggi seperti kecerdasan, kreativitas dan imajifiasi. Kualitas sumber
daya manusia adalah k?i"ﬁamp_ﬂy}_an sumber daya manusia uptuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diberikdii4epadanya dengam=bekal pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman yang cukup memadai(Lubis, 2016). Geory R. Terry menjelaskan bahwasanya
pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua kru kelompok agar berkehendak
dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta sesuai dengan
perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Terry, 2007) .
Pelaksanaan Pemunggutan dana retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang tunjuk
langsung oleh Pemerintah kota Palembang untuk melaksanakan pemunggutan dana retribusi
parkir sudah diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 tahun 2019. Sejak
berlakunya Peraturan tersebut yakni sekitar bulan januari 2019 maka UPTD Perparkiran
dipecah menjadi empat bagian zona wilayah yaitu:



Zona Utara Zona Timur Zona Barat Zona Selatan

Titik Parkir Sukarami, alang- llir Timur | (IT 1), |llir Barat | (IB 1) Seberang Ulu I
alang lebar, llir Timur Il (IT 1), llir Barat Il (IB II), (SU 1), Seberang
sematang boring, Ilir Timur 1l (IT llir Barat Il (IB 1)  Ulu II (SU 1I),
dan sako Wu#méal'idom “dan Bmm@n Kertapati
‘avww qu!‘“‘ -
Sumber: Dinas Perhubung;y%ta Palembang,2023 W‘w«é
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Sedangkan mag rakat merupakan pengguna layanan parkir atau disebut sudﬁgk parkir adalah
pihak yang gienggunakan layanan tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan%yanan yang
baik dari Pémerintah hal ini dikarenakan Pemerintah merupakan objek dari retrlbu3| parkir,
yang n;a’na Pemerintah wajib memadai lokasi parkir yang sesuai dengan keputuhan
masyagakat sehingga dapat membantu mencapai target retribusi yang dltetap& oleh
pemerin intah. “;
Indﬂkator yang ada untuk memenuhi variabel daripada ketepatan pelaksana ini, pertamaaada
stakeholder terkait. Stakeholder terkait disini ada kepala bidang perparkiran yang Iangsumg
mj njalankan dan mengawasi jalannya kebijakan e-parking ini. Stakeholder selanjutnya aéla
p ngelola parkir yang dalam hal ini petugas yang menarik retribusi dari juru parkir melaldl
plikasi e-parking. Juru parkir menyetorkan uang retribusi yang didapat melalui aplikasi
langsung kepada pengelola parkir agar tidak terjadi kebocoran atau pelanggaran yan
ilakukan. Dari hasil wawancara bersama kepala bidang perparkiran, banyak oknum dar
engelola parkir yang selama ini saat menggunakan cara lama yaitu transaksi langsung, uan
ng disetorkan jumlahnya tidak sama dengan yang didapat oleh juru parkir, bahkan sa
disetor kepada kas daerah cenderung berkurang. Hal ini terjadi karena oknum pengelola
p&rklr dan juru parkir yang nakal untuk mendapatkan hasil berlebih sehingga masuk
katong pribadi. Pelaksana selanjutnya adalah juru parkir. Juru parkir disini adalah Ju“ru
parer yang legal atau yang terdaftar dan memiliki sertifikat khusus. Berdasarkan hﬁsn
obséefvasi yang dilakukan, peneliti menemukan banyak oknum juru parkir ilegal yang jasih
tldakt3 jerdaftar pada dinas perhubungan Kota Palembang. Peneliti melakukan wawgnhcara
Iangsun dengan oknum juru parkir ilegal dan didapati pengakuan daripada juru par@r ilegal

bernama #yanto bahwa dia sengaja menjadi juru parkir ilegal untuk mencgﬁ nafkah
dikarenakartysulit untuk mendaftar menjadi juru parkir resmi, serta peneliti megngecek data
juru parkij%g%a elalui aplikasi e-parking yang ada . Selanjutnya |nd|kat0r47ang ada pada
teori matland lah kolaborasi. Dari hasil observasi di Iapangagfyang dilakukan

peneliti,pelaksanaan ’Fee,bljakan e-parking ini hanya dilakukan oleh dimds perhubungan Kota
Palembang . Stakeholderm ada dalam pelaksanaan kebljak@g«eﬂ‘ﬁﬂarkmg ini kurang dalam
hal pengawasan. Pada saat dlléﬁsﬂﬁakanpayr keb||akan,e@pa‘ﬁ”<|ng untuk mengatasi juru parkir
dan pungutan liar yang ada, kurangnya pengawasan dari internal dinas perhubungan Kota
Palembang. Berdasarkan wawancara bersama kepala bidang pengawasan dan pengendalian
operasional, bahwasanya bidang pengawasan dan pengendalian operasional yang biasanya
menertibkan juru parkir liar serta pungutan liar yang dilakukan , tidak dilibatkan pada
pelaksanaan kebijakan e-parking ini. Pengawasan yang dilakukan hanya ditugaskan dalam
bidang perparkiran itu sendiri.



C. Tepat Target
Indikator dari variabel ini adalah yang pertama ada kesesuaian target dengan rencana. Target
yang diinginkan dari kebijakan ini yang peneliti dapat dari hasil wawancara bersama Kepala
bidang perparkiran adalah hilangnya juru parkir liar atau ilegal sehingga tidak ada lagi
pemungutan liar yang dilakukan. Pada fakta dilapangan, rencana yang sudah dibuat ternyata
tidak bisa mencapai target dikarenakan ada faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam
perencanaan. Seperti misalnya, kemampuan dari juru parkir dan pengguna parkir untuk
menggunakan teknologi itu sendiri. Masih banyak juru parkir yang tidak bisa
mengaplikasikan aplikasi tersebu;%a‘dﬁ“ﬁ‘eberawﬁmwp@rklr yang tidak memiliki gadget .
Begitu juga dengan pen mparklr baik kendaraan roda dua’%tﬁ&kxpxt‘m roda empat.Sehingga,
rencana dan target agak®Sedikit menyimpang .

g
rd TABEL 4.1 s
;y’v ‘%\v@_
7 DATA JURU PARKIR ILEGAL 2021 %,
I %
No ;5"’ Nama Alamat Lokasi Parkir Wilayah Kef’%‘;:
o Perparkiran %%
S "
\YzV ‘gii
1 AHMAD RUSLI | PAKJO GANG BUNGA TIMUR ILEGAL
4 NOPANTRI SEKIP GANG BUNGA TIMUR ILEGAL |%
3 AHMAD JL,GUBAH GANG BUNGA TIMUR ILEGAL | ¥
g ZUNAIDI %
4 4 APRIANSYAH | JL.KAPTENRIVAI | KELENTENG XAVERIUS TIMUR ILEGAL b
g 5 HAIRUDIN SEDUDUK PUTIH | SAMPING BAKSO PAK | TIMUR ILEGAL ‘%
o RADEN '
fe M.UMAR SEDUDUK PUTIH | THE ~ FOW  SPECIAL | BARAT ILEGAL %
COFFEE )
7 RISKI JL KIRANGGA | JL LETKOL ISKANDAR | BARAT ILEGAL l
SAPUTRA WIROSENTIKA DEPAN IP PLAZA
8 ABDULLAH HARAPAN JAYA JL.JEND SUDIRMAN | BARAT ILEGAL ;
#3 DEPAN KFC i
%19 DAVID 8ILIR JL MANGKUNEGARA | BARAT ILEGAL A
E DEPAN PARAMOUNT TB é
SUMBER REZEKI /
:\ 10 DEDEK 8ILIR JL.MANGKUNEGARA BARAT ILEGAL
) DEPAN PARAMOUNT TB }
1 2 3 4 5 ﬁ-‘“
1"1“;;} ROBERT JL. BAITULLAH | JL MP MANGKUNEGARA | BARAT ILEGAL 4
% | HUTAPEA NETRAJAYA BANK MANDIRI A
12 AGUS CELENTANG JL.MP MANGKUNEGARA | UTARA ILEGAL
BANK BRI
13 “@QALAMSYAH JL SAPTA MARGA | JL MP MANGKUNEGARA | UTARA ILEGAL
N (BAKSO RUSUK JOS) &
14 EDI SUSANTO | SEKIP JL MANGKUNEGARA | UTARA ILEGAL
BANK BCA
15 M UMAR sy, TALANG KELAPA | JL MANGKUNEGARA | UTARA  _#&" ILEGAL
TRy APOTEK LINTANG L
16 AZAD | PERUMNAS SOTO BOYOLALI | UTARA ILEGAL
- CELENTANG
17 IBRAHIM PERUMNAS=~.__ | DEPAN __...De8AN | UTARA ILEGAL
18 AMAR PALANG MERAH | PEMPEK FLAMBOYAN SELATAN ILEGAL
19 ALDI PERUMNAS BANK BRI KCP | SELATAN ILEGAL
CELENTANG
20 AGUS KENTEN BANK BRI MP | SELATAN ILEGAL
MANGKUNEGARA
21 AKIEN SUKABANGUN 2 KFC KM5 SELATAN ILEGAL

Sumber:Dinas Perhubungan Kota Palembang,2023

Berdasarkan data di atas, setelah satu tahun dilaksanakan pengimplementasian e-parking
dalam rangka penertiban juru parkir liar dan pungutan liar di Kota Palembang hasil yang
didapati untuk juru parkir ilegal cenderung menurun. Pada tahun 2020 berdasarkan data yang
peneliti dapat ,jumlah parkir ilegal yang terjaring razia berjumlah tiga puluh delapan
orang(Sumber:Dinas Perhubungan Kota Palembang,2023)

Indikator kedua adalah kesiapan target. Pengguna kendaraan roda dua dan empat menjadi
target dalam hal ini beserta dengan juru parkir. Pada beberapa tempat atau lokasi di Kota



Palembang yang berada pada sisi agak keluar wilayah, yang masih dianggap sebagai daerah
tertinggal. Daerah tersebut menghasilkan pengendara roda dua yang masih belum bisa
menggunakan gadget dengan baik atau hanya sekadar nya saja. Begitu juga dengan juru
parkir, dua juru parkir yang diwawancarai mengatakan bahwa tidak memiliki gadget sama
sekali sehingga terpaksa tidak bisa mendukung kebijakan yang ada.Namun dari lima
pengguna parkir yang peneliti wawancarai, hanya satu yang tidak bisa menggunakan
gadgetnya untuk aplikasi e-parking.

Indikator ketiga yaitu adalah kebaharuan kebijakan. Berbeda dengan juru parkir bernama
Igbal yang peneliti wawancarai. Igbal mengatakan bahwasanya dirinya memiliki gadget
berupa smartphone untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh dinas Perhubungan Kota
Palembang. Dirinya setuju dan n@nﬂ&kﬁmmmbuakan e-parking ini dikarenakan
titik parkir yang menjadj.#ufjasnya pernah diambil alih Olteh.] uru parkir liar sehingga
mengakibatkan Iqbavla&e“ﬁlangan pekerjaannya. Selain itu, pengguna‘parkir yang berada pada
titik parkir Igbal tersebut juga dikenakan pungutan liar mulai dari sepuf&b%rlbu hingga dua

puluh ribu. %«v’” w\‘*
[g'f Tepat Lingkungan x‘%

%
Lingk ngan yang dijadikan tepat kebijakan memiliki dua jenis. Pertama yaltlj%mdalah
lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik' yang
me%mpengaruhl organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sen°d|r|
Dgﬁam hal kebijakan e-parking ini, lingkungan internal yaitu ada pada dinas perhubuné@n
©ota Palembang serta stakeholder terkait. '
ngkungan internal pada dinas perhubungan Kota Palembang telah mendukung secara penu;h
intuk kebijakan penerapan e-parking ini. Berdasarkan dari hasil observasi yang peneh@
akukan bahwa lingkungan internal dari kebijakan ini sudah mengetahui dan mendukung
engan optimal, pada bidang parkir tentunya mengimplementasikan dengan sepenuhnya baiE
ari penarikan retribusi,pengoptimalan aplikasi. Pada bidang pengendalian dan operasiona
j?uga telah melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga didapat masih tidak
terimplementasi dengan optimal kebijakan e-parking ini. fi
dua adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi dan peglu
dignalisis untuk menentukan kesempatan (opportunities) dan ancaman (threath) yang agan
dihadapi. Lingkungan eksternal ini adalah seluruh diluar daripada pembuat kebijakan, seperti
aparaf penegak hukum, instansi lainnya,atau organisasi masyarakat . Seperti pada Unﬁgng-
undan?g Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian juga bisa ikyt andil
dalam ﬁengendallan pada bidang hukum. Polisi mengamankan 15 jukir liar di %ﬂlmarket
Palembaﬁ% Unit Opsnal Pidum dan Tekab 134 Satreskrim Polrestabes lembang
mengamankag 15 orang juru parkir liar di Kota Palembang. Mereka jukir liar |nyberopera3| di
minimarket TneLQmaret dan Alfamart padahal sudah jelas dibebaskdn dari biaya
parkir(Kurniawan iaZQZZ) Dalam beberapa kesempatan berdasarkan fhgaduan daripada
warga yang terkena pm@g'g;:;r polisi bersama dengan dinas per@uaﬂngan Kota Palembang
melakukan gelar razia be untuk menangani oknum- o@afﬁﬂyang menjadi juru parkir
ilegal ini. T -l
Berdasarkan observasi yang dilakukan , didalam gelar razia yang dilakukan juga turut
diundang Polisi Militer dalam gelar razia juru parkir liar, sebagai pengamanan agar tidak
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu dari internal pemerintahan dan kepolisian
ataupun pihak lain yang dianggap membahayakan petugas saat dilakukannya gelar razia juru
parkir liar.
E. Tepat Proses

Indikator pertama dalam variabel ketepatan proses ini adalah kesesuaian rencana. Alur
rencana yang dibuat oleh dinas perhubungan Kota Palembang tidak sesuai dengan
pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perparkiran, seharusnya
pelaksanaan dari e-parking sendiri bisa dijalankan setelah ada konfirmasi bahwa setiap
pengguna parkir memiliki smartphone sehingga bisa mendeteksi juru parkir yang legal atau
yang telah terdaftar.




Indikator kedua adalah pengendalian proses. Pengendalian proses yang ada sudah diupayakan
optimal oleh dinas perhubungan Kota Palembang, akan tetapi pada observasi yang peneliti
lakukan di titik parkir benteng kuto besak, didapati bahwa jika ada kebingungan dari pengguna
parkir dan juga juru parkir untuLg_perffﬁ“yaran parklr ini, ifiaka juru parkir masih tetap memungut
retribusi parkir secara kopehsional, Selain itu pada bldang pengﬁ?@a,‘lan dan operasional dinas
perhubungan Kota Rafembang juga melakukan pengawasan melalui aﬁggpta yang menyamar,
untuk mengetahwﬁenerapan aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Dld‘é\gatl ternyata masih
ada oknum jgfu parkir yang tidak mau ambil pusing sehingga langsung me‘ﬁwngut retribusi
dengan cara’konvensional kembali. Selain itu juga, pada observasi yang peneliti Iakykan banyak
penmda%n yang dilakukan langsung oleh dinas perhubungan Kota Palembang teHmadap juru
parkir J“ar , sehingga didapati masih banyak oknum yang memungut retribusi Ilz%rg'

3.2 "Upaya Agar Tercapainya Tujuan Implementasi Kebijakan E-Parking D%am
Rapgka Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang
Dalam Implementasi Kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir dan pungu%an
Ilgr di Kota Palembang ini terjadi beberapa permasalahan yang membutuhkan tindakan dan
'-:l aya yang dilakukan Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang
bagai pelaksanaan penyelenggara implementasi kebijakan e-parking supaya sesuai dengan
rget yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas Perhubungan Koti
alembang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada untuk mencapai keberhasila
plementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban juru parkir liar dan pungutan I|a£:
i Kota Palembang yaitu: ‘
1 Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para juru parkir é
}%\ Dalam mengatasi permasalahan banyaknya juru parkir yang tidak bisa menggunakan
smartphone, dinas perhubungan Kota Palembang harus membuat program pendamplngan
unték menjalankan aplikasi e-parking yang telah dibuat. Seperti yang dlungkapkanﬁoleh
Sekrataris dinas perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto,. ATD,. M.M pagh 17
Januatﬁih 023 di ruang sekretaris dinas perhubungan Kota Palembang. 4
ami akan meningkatkan program sosialisasi serta pendampingan kepada ,p{lra juru
parkir , hl%mereka bisa benar-benar menjalankan aplikasi e-parking, dari mulafmendaftar
menjadi jurtsparkir legal, kemudian menyetor retribusi parkir , hingga meparlk retribusi
parkir dari para bengguna parkir”.

Upaya ini hi s dilakukan agar semua juru parkir yang dltugaskgn ‘untuk menerapkan
kebijakan e-parking blsmgenggunakan aplikasi tersebut. Somahgg,wwnl juga dilakukan guna
mengecek kesiapan dari para anggota juru parkir yang ada,,«&pﬁ(ah mereka benar-benar bisa
menerapkannya atau tidak. b
2. Memperhitungkan untuk memberikan gadget kepada juru parkir yang ditugaskan

Dinas perhubungan Kota Palembang harus menganggarkan untuk pemberian gadget
atau smartphone kepada juru parkir yang ditugaskan untuk menjalankan aplikasi e-parking
ini,seperti yang dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Aprizal Hasyim.,
S.So0s,. S.H,, MM pada 26 Januari 2023 di ruangan kepala dinas perhubungan Kota
Palembang
“Kami akan mempertimbangkan untuk menganggarkan kebutuhan gadget bagi para juru
parkir agar semuanya terfasilitasi untuk menjalankan kebijakan e-parking ini”,

Upaya ini salah satu gebrakan terbaru untuk mendukung penggunaan e-government
pada pemerintahan di Indonesia, sehingga bisa memudahkan segala aktivitas retribusi
perparkiran di Kota Palembang
3. Mengawasi pelaksanaan implementasi kebijakan e-parking

Dinas perhubungan Kota Palembang melalui bidang pengendalian operasional tentu
bisa melakukan pengawasan secara optimal terhadap juru parkir liar yang nakal atau yang
tidak menuruti agar terlaksananya kebijakan e-parking ini. Kepala bidang pengendalian
operasional A.K Julyanzah ,S.E pada 18 Januari 2023 di titik parkir jalan merdeka
mengatakan:

“bidang pengendalian operasional akan ikut andil dan mendukung program bidang




perparkiran, Karena salah satu fungsi bidang pengendalian operasional adalah mengawasi
seluruh wilayah perhubungan agar tidak ada tindak pidana yang terjadi seperti aksi pungutan
liar pada titik parkir tertentu”.
Pengawasan yang dilakukan disini maksudnya adalah dari internal dinas perhubungan Kota
Palembang, baik melalui bidang- perparkiran itu seTTMataupun dilakukan oleh bidang
pengendalian operasmna +Slipaya implementasi kebijakan ini’ m%dl kebiasaan baru baik
itu bagi petugas par endiri ataupun bagi masyarakat Kota Palembarnfg_
4,
3.3 Diskusi muan Utama Penelitian ﬁ"é‘aﬂ
Pelaks; haan implementasi kebijakan e-parking dalam rangka penertiban Jum%parklr dan

pungutanﬂlar di Kota Palembang masih memiliki beberapa kendala. Berdasarkanpenelitian
yang tefah dilakukan adanya seperti kendala pada internal dan lingkungan eksternal%Sepertl
kurarpﬂgn;/a pengawasan secara langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Palefgbang
sendiri, lalu kurangnya bekerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian. Kemudian tgtuk
kegdala daripada pelaksanaannya seperti para juru parkir yang belum sepenuhnya memHiki
gadget ataupun smartphone untuk mendukung terlaksananya proses implementasi kebijakan
é«’parking ini. Kemudian, juru parkir yang telah memiliki gadget atau smartphone juga belugn
Qbekall secara penuh dengan ilmu teknologi, sehingga mengakibatkan para juru parkir

enjadi gaptek atau gagap teknologi. Akibat daripada itu, banyak juru parkir yang masi

enarik retribusi parkir secara manual atau tanpa aplikasi sistem yang sudah dlbuat{
kibatnya banyak juru parkir liar yang melakukan pungutan liar kepada para pengguna parkir:.

paya- upaya yang perlu dilakukan antara lain seperti memberikan sosialisasi dan pelatihaé
kepada juru parkir. Selanjutnya, stakeholder terkait perlu diberikan fasilitas berupg
sfpartphone yang kompatibel atau sesuai dengan aplikasi tersebut . Kemudian yang per%J
dl‘gerhatlkan adalah perlunya dilakukan pengawasan secara berkala dalam rangka pelaksanaﬁn

ke%akan e-parking tersebut. j_ﬁ
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IV. KESIMRULAN

Berdasarkan has;j penelitian dan pembahasan secara menyeluruh dalam, ab sebelumnya
terkait dengan Im&}egnentaa Kebijakan e-parking dalam rangka penergifan juru parkir dan
pungutan liar di Kota F}&igq;bang Peneliti menarik kesimpulan bah

1. Implementasi kebijakan e*parking dalam rangka penertlggna;tﬁu parklr dan pungutan liar di
Kota Palembang belum berjalan defigarroptimat—Bebérapa hal yang menjadi kendala yaitu
dimensi tepat kebijakan berkaitan dengan masyarakat dan juru parkir yang masih gagap
teknologi. Selanjutnya,pada Dimensi tepat pelaksana belum dinyatakan optimal juga
dikarenakan mayoritas juru parkir sendiri tidak bisa mengaplikasikan e-parking .Kemudian,
dimensi tepat lingkungan dianggap belum baik dikarenakan lingkungan internal dan eksternal
belum ikut serta dengan baik atau belum berpartisipasi secara aktif terhadap kebijakan ini
secara penuh . Terakhir pada dimensi tepat proses vyaitu tidak terjadinya kesinambungan
antara pelaksanaan dan perencanaan yang ada sehingga proses yang ada tidak sesuai yang
diharapkan

2. Upaya- upaya yang perlu dilakukan antara lain seperti memberikan sosialisasi dan
pelatihan kepada juru parkir. Selanjutnya, stakeholder terkait perlu diberikan fasilitas berupa
smartphone yang kompatibel atau sesuai dengan aplikasi tersebut . Kemudian yang perlu
diperhatikan adalah perlunya dilakukan pengawasan secara berkala dalam rangka
pelaksanaan kebijakan e-parking tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian in memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya
penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian(future work). Peneliti menyadari masih awalnya penemuan
penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan
pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan E-Parking Dalam Rangka



Penertiban Juru Parkir dan Pungutan Liar di Kota Palembang untuk menemukan hasil yang
lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

o BT e
Peneliti banyak mengu n terlmakasm kepada pihak Dlnas‘ﬁe bungan Kota Palembang
yang sudah sangat b ffsedia untuk memberikan data dan pelaya y{gng sangat maksimal
sehingga membvfét peneliti nyaman untuk datang ke kantor Dinas“Rerhubungan Kota
Palembang._Peneliti juga banyak berterimakasih kepada keluarga dan satigara yang telah

banyakme ukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. \‘%
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